BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia merupakan tanggung
jawab seluruh masyarakat Indonesia. Berhubungan dengan hal itu, pendidikan
memiliki peranan yang cukup besar karena kualitas sumber daya manusia dapat
dikembangkan melalui pendidikan. Menurut Sofyan Aman (1992:304) penaidikan
di Indonesia berada dalam dua aspek kegiatan, yakni kegiatan pembudayaan dan
kegiatan pengajaran. Kegiatan pembudayaan adalah upaya mentransformasi nilai-
nilai moral dan pembeniukan kepribadian dengan berbagar aspek mental, spintual
dan psikologis. Kegiatan pengajaran bertalian dengan upaya mentransformasi
dan/atau penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, sikap dan keterampilan
serta penerapannya.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa para pelaku pendidikan tidak
hanva memikul tugas dan tanggung jawab mengajar sebagal upaya mencerdaskan
peserta didik, tetapi juga bertugas dan bertanggung jawab mendidik dalam arti
membentuk kepribadian, mengisi moral dan membina perilaku peserta didik. Hal
itu sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang dinyatakan dalam UU No.2
Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional. Adapun tujuan pendidikan
nasional dalam ketentuan tersebut adalah sebagai berikut.

“Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan
mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman
dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur,
memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani,

kepribadian yang mantap dan mandin serta rasa tanggung jawab
kemasyarakatan dan kebangsaan®.



Berdasarkan tujuan pendidikan nasional di atas, maka manusia Indonesia
seutuhnya yang diharapkan adalah manusia yang “"bermoral® dan “memiliki
"kecerdasan". Kedua aspek tersebut dibina dan dibentuk melalui kegiatan
pendidikan secara seimbang dan dalam kenyataannya udak dapat dipisahkan.

Persekolahan merupakan wahana yang strategis untuk mengoperasionalkan
tujuan pendidikan nasional tersebut dalam artian untuk membentuk kepribadian,
ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap pada peserta didik. Sehubungan dengan
hal itu, Soedijarto (1997:31) mengemukakan bahwa dalam menerjemakan tujuan
pendidikan nasional tidak hanya mengoperasionalkannya untuk tiap jenjang dan
jalur pendidikan, melainkan juga lebih lanjut perlu menerjemahkannya ke dalam
model-model mengajar yang mengandung nilai-nilai yang scsuat dengan tujuan
pendidikan nasional.

Oleh karena itu, sekolah dapat menjadi sarana untuk mensosialisasikan
nilai-nilai kemampuan, sikap dan keterampiian yang diperlukan untuk hidup di
masvarakat. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, di sekolah guru berperan sebagal
fasilitator kegiatan pembelajaran agar peserta didik dapat mentransformastkan
ilmu pengetahuan dan teknolog serta pilai-nilai dan keterampilan melalui
kegiatan pembelajaran dan mata pelajaran yang telah ditentukan dalam kurikulum
setiap bidang studi. Bagi guru bidang studi Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan (PPKN) tanggung jawab membentuk perilaku dan kepribadian
serta membina sikap dan moral peserta didik sudah merupakan bagian integral

dalam menunaikan tugasnya sehari-hari di sekolah.
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Bidang Studi PPKN diajarkan di sekolah membawa misi tiga fungsi peran.

Adapun ketiga fungsi peran pembelajaran PPKN dimaksud menurut Kosasih

Djahiri (1996:19) adalah sebagai berikut.

“l. Membina dan membentuk kepribadian atau jati din manusia

Indonesia yang berjiwa Pancasila dan berkepribadian Indonesia.
2. Membina manusia Indonesia yang melek politik, yakni manusia
Indonesia yang: (a) melek konstitusi dan hukum, vang memahami pokok
pikiran UUD 1945 dan hukumn yang ada dalam negara R1 serta menyadari
esensi penegakannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; (b) melek
pembangunan, yakni manusia yang memahami laju gerak kehidupan
bangsa yang sudah, sedang, dan yang akan ditempuh dan mau serta
mampu berpartisipasi secara aktif dan fungsional; dan (c) melek masalah,
yakni yang tahu persoalan, kendala dan kesulitan yang dihadapi
masyarakat, bangsa, negara dan dirinva dalam membina hal-hal di atas.

3. Membina perbekalan siswa untuk mampu belajar lebih lanjut".

Usaha menanamkan dan mengembangken ctika, moral, dan norma kepada
peserta didik khususnya melalui pembelajaran PPKN dilakukan melalui semua
Jemjang dan jalur pendidikan. Namun dem‘kian, pembelajaran pendidikan etika,
moral, dan norma yang dilakukan selama imi kenyataannya belum semuanya
berhasil. Sejumlah kasus perilaku menvimpang vang dilakukan oleh sebagian
pelajar  akhir-akhir 1mi, seperi pencunian, perkelahian antar pelajar,
penyalahgunaan obat-obatan terlarang serta pelecehan seksual menurut Abdul
Azis Wahab (1999:2) menunjukkan kurang efektifnya pembinaan mnilai-nilai
moral di sekolah. Bahkan dalam kasus yang lebih besar, yakni berbagai krisis
yang dialami Indonesia dewasa ini disebabkan adanya degradasi moral boleh jadi
bersumber pada kesalahan pendidikan di masa lalu.

Prinsip pembinaan moral dan norma yang periu diperhatikan menurut

ketentuan Dirjen Dikti, yaitu melalut keterpanggilan-kcterlibatan-keteruncangan
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dan ketenkatan siswa sendiri terhadap konsep moral yang ditampilkan
(Depdikbud, 1982/1983:14-15). Melalui cara ini tidak secara langsung kita ajari,
melainkan siswa diundang untuk menangkap sendin misi moral yang ingin
ditanamkan oleh guru melalui setring pembelajaran.

Masalah tersebut menimbulkan berbagai tanggapan. Di antaranya adalah
bahwa kurang efektifnya pengajaran moral di sekolah adalah karena etika, moral,
dan norma diajarkan hanya sampai pada tataran kognitif. Seclain itu, penyajian
materi pelajaran terbatas pada metode ceramah. Sementara etika, moral, dan
norma mengarah pada tindakan dan praktek secara nyata, meskipun tingkah laku
dipengaruhi oleh cara sescorang memahami suatu tindakan (Durkheim,
1990:130).

Oleh karena itu, salah satu upaya yang perlu dilakukan oleh para guru,
khususnya guru bidang studi PPKN adalah memilih model mengajar yang tepat
untuk mengembangkan nilai-nilai moral dan norma pada peserta didik.
Berhubungan dengan hal itu, M. D. Dahlan (1990:21) mengemukakan bahwa
menentukan suatu model mengajar yang dianggap tepat adalah sangat sulit. Model
mengajar itu berbagai macamnya, dan kebaikan atau keunggulannya tergantung
pada tujuan pengajaran itu sendiri. Pada hakikatnya mengajar merupakan suatu
proses di mana pengajar dan siswa berupaya menciptakan lingkungan yang baik
dan kondusif agar terjadi kegiatan belajar yang berdaya guna. Hal tersebut dapat
dilakukan dengan menata seperangkat nilai-nilai dan kepercayaan yang ikut

mewarnai pandangan mereka (siswa) terhadap realitas sekelilingnya.



Berdasarkan uraian-uraian terdahulu, maka pembelajaran yang efektif
untuk mata pelajaran PPKN adalah pembelajaran yang mampu menumbuhkan
kesadaran moral dan norma yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk
perilaku sehari-hari. Selain itu, mata pelajaran ini dimaksudkan pula untuk
membina pengetahuan dan kemampuan yang berkenaan dengan hubungan antara
warga negara dengan negara. Oleh karena itu, salah satu model mengajar yang
dipandang mampu memenuhi tuntutan tersebut adalah model mengajar bermain
peran. Sebab, model mengajar bermain peran diarahkan pada pemecahan masalah-
masalah yang menyangkut hubungan antar manusia serta berkaitan dengan
kehidupan sehan-hari dan menuntut keterlibatan siswa memainkan peran
langsung dalam kegiatan pembalajaran. Sehingga, melalui penghayatan terhadap
peran yang dilakukan dalam proses pembelajaran, diharapkan siswa dapat
bertindak dan bertingkahlaku sesuai dengan norma-norma atau aturan yang
berlaku, misalnya niorma hukum. Dengan demikian, ‘diharapkan siswa memiliki
kesadaran menghargai norma-norma yang ada, khususnya kesadaran hukum.

Dalam uraian terdahulu telah dikemukakan bahwa kurang efektifnya
pengajaran etika, moral, dan norma di sekolah selama ini antara lain karena
pengajaran yang dilakukan oleh guru cenderung kogmtif dan terbatas pada
penggunaan metode ceramah dan tanya jawab. Hal itulah yang melatarbelakangi
penelitian eksperimen i1m dilakukan dengan menggunakan model mengajar
bermain peran dalam pokok bahasan kesadaran hukum di kelas 2 SLTP.

Dari hasil penelitian 1n1 diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai

efektivitas model mengajar bermain peran dalam menanamkan kesadaran hukum



pada peserta didik jika dibandingkan dengan pengajaran biasa (ceramah dan tanya
jawab). Kesadaran hukum itu sendiri cukup luas. Oleh karena itu, pengembangan
kesadaran hukum dalam penelitian ini terbatas pada kesadaran hukum terhadap
perbuatan pencunian. Menurut Sudarsono (1991:47); delik pencurian merupakan
kejahatan yang sering dilakukan oleh anak remaja. Selain pencopetan,
penganiayaan, perampokan dan penggunaan obat-obat teriarang; anak-anak

remaja juga terlibat dalam pencurian (Mulyono, 1997:34).

B. Identifikasi Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Bertolak dari latar belakang di atas, maka penelitian ini difokuskan pada
kajian terhadap masalah “"apakah penggunaan model mengajar bermain peran
dalam pembelajaran PPKN dapat mengembangkan kesadaran hukum siswa?

Berhubung ruang lingkup kesadaran hukum itu sangat luas, maka
penelitian int hanya mengkaji masalah kesadaran hukum siswa dalam kasus
pencurian. Dengan demikian, maka fokus masalah tersebut dapat dijabarkan
menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagal berikut.

1. Bagaimana gambaran pengetahuan, pemahaman konsep hukum dan sikap
hukum siswa kelompok ekspenmen dan siswa kelompok kontrol khususnya
terhadap kasus pencurian sebelum pembelajaran?

2. Apakah ada perbedaan yang signifikan dalam hal pengetahuan, pemahaman
konsep hukum dan sikap hukum siswa khususnya terhadap kasus pencurian
antara sebelum pembelajaran dan setelah pembelajaran, baik pada siswa

kelompok ekspenmen maupun pada siswa kelompok kontrol?
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Apakah ada perbedaan yang signifikan dalam hal pengetahuan, pemahaman
konscp hukum dan sikap hukum siswa khususnya terhadap kasus pencurian
antara siswa yang telah mengikuti pengajaran melalui model mengajar
bermain peran (kelompok eksperimen) dengan siswa yang telah mengikuti
pengajaran biasa (kelompok kontrol)?

Perubahan perilaku apakah yang dialami siswa dari upaya pembinaan

kesadaran hukum melalui penerapan model mengajar bermain peran dalam

pengajaran PPKN?

C. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian dimaksudkan untuk memberikan jawaban sementara

atas rumusan-rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas. Adapun

hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Baik siswa kelompok eksperimen maupun siswa kelompok kontrol telah

2.

memiliki pengetahuan dan pemahaman konsep hukuin serta sikap hukum
khususnya terhadap kasus pencurian, sebelum kegiatan pembelajaran, namun
masth rendah dan tidak ada perbedaan yang signifikan.

Ada perbedaan yang signifikan dalam hal pengetahuan, pemahaman konsep
hukum dan sikap hukum siswa antara sebelum pembelajaran dan setelah
pembelajaran, baik pada siswa kelompok ekspenimen tnaupun pada siswa
kelompok kontrol.

Ada perbedaan yang signifikan dalam hal pengetahuan, pemahaman konsep

hukum dan sikap hukum siswa khususnya terhadap kasus pencurian antara



siswa yang telah mengikuti pengajaran melalui model mengajar bermain
peran (kelompok eksperimen) dengan siswa yang telah mengikuti pengajaran
biasa (kelompok kontrol).
4. Ada perubahan perilaku positif yang dialami oleh siswa yang mengikuti
pengajaran dengan model mengajar bermain peran.
Hipotesis pertama diuji dengan analisis deskniptif dan inferensial
Hipotesis kedua dan ketiga diuji dengan analisis inferensial. Sementara hipotesis

keempat diuji dengan analisis kualitatif berdasarkan hasil observasi dan

wawarncara.

D. Definisi Operasional
Untuk menyamakan persepsi mengenai vanabel yang akan diukur, suatu
penelitian perlu diberikan definisi operasional. Adapun definisi operasional dari
penelitian ini adalah sebagai berikut.
a. Kesadaran hukum  Kesadaran hukum dapat diketahui melalui beberapa
indikator sebagai berikut:

1) pengetahuan hukum, artinya seseorang mengetahui bahwa perlaku
tertentu diatur oleh hukum;

2) pemahaman hukum artinya seorang warga masyarakat mempunyal
pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama
dari segi isinya;

3) sikap hukum artinya seseorang mempunyai kecenderungan untuk

mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum;



4) penlaku hukum artinya seseorang berperilaku sesuai dengan hukum yang
berlaku (Soerjono Soekanto, 1982:228: Sudarsono, 1991:109),

Pengembangan kesadaran hukum dalam penelitian ini adalah kegiatan

mengembangkan pengetahuan, pemahaman, serta sikap dan perilaku hukum

siswa, khususnya terhadap kasus pencurian.

b. Model Mengajar Bermain Perar: adalah pemberian pengalaman belajar kepada

siswa dengan melakukan peran tertentu.

¢. Pembelajaran PPKN adalah proses dan cara menjadikan siswa belajar mata

pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pertanyaan-pertanyaan penclitian

sebagaimana yang telah diuraikan di aias, maka penelitian ini bertujuan sebagai

berikut.
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Untuk memperoleh gambaran tentang pengetahuan, pemahaman dan sikap
hukum siswa khususnya terhadap kasus pencurian sebelum pembelajaran.
Untuk mengetahui perbedaan dalam hal pengetahuan, pemahaman konsep
hukum dan sikap hukum siswa antara sebelum pembelajaran dan setelah
pembelajaran, batk pada siswa kelompok eksperimen maupun pada siswa
kelompok kontrol.

Untuk mengetahut perbedaan dalam hal pengetahuan, pemahaman konsep
hukum, dan sikap hukum siswa khususnya terhadap kasus pencurian antara

siswa yang telah mengikuti pengajaran melalui model mengajar bermain



peran (kelompok eksperimen) dengan siswa yang telah mengikuti pengajaran

biasa (kelompok kontrol).

4. Untuk melihat perubahan perilaku yang dialami oleh siswa dalam dan setelah

mengikuti pengajaran dengan model mengajar bermain peran.

F. Manfaat Penelitian
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

. Memperiuas wawasar dan meningkatkan profesionalisme guru PPKN,

khususnya dalam upaya penggunaan dan/atau pemilihan model-model
mengajar yang dianggap tepat dalam pembelajaran PPKN.

Sebagai informasi dan rujukan bagi guru dalam pembelajaran PPKN,
kbususnya penggunaan model mengajar bermain peran.

Sebagai salah satu sumbangan terhadap praktisi pendidikan dalam upaya
peningkatan kualitas pembinaan PPKN, khususnya berkaitan dengan masalah-
masalah pembentukan etika, moral, norma-rorma, dan kesadaran hukum.
Member pengalaman baru bagi guru dalam upaya meningkatkan kualitas
proses belajar-mengajar, khususnya pembelajaran PPKN.

Menjadi informasi atau masukan bagi para peneliti selanjutnya serta para

pengambil kebijakan dalam bidang pengajaran PPKN.



